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A. Gambaran Umum
Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 2 (dua) kota: Samarida dan Balikpapan, dan 4 (empat) Kabupaten masing-masing Kutai, Pasir, Berau dan Bulungan.
Dalam perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk 2 (dua) kota administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu: Kota Administratif Tarakan dan Bontang. Selanjutnya wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan;  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian pada tahun 2005, wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas sembilan (9) Kabupaten, yaitu: Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, dan empat (4) Kota, yaitu:  Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Tarakan. Kemudian pada tahun 2007 terbit Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung dengan Ibukotanya Tidung Pale, maka Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 14 Kabupaten/Kota. 
Provinsi Kalimantan  Timur  terletak  pada  kedudukan  40 24’Lintang Utara (LU), 20 25’Lintang Selatan (LS),  1130  44’Bujur Timur (BT), dan 1190 00’Bujur Barat. Posisi Kalimantan Timur sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan dengan wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).
Provinsi Kalimantan Timur terletak di bagian Timur Pulau Kalimantan dengan batas-batas sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia (Negara Bagian Sabah);
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Malaysia (Negara Bagian Serawak).
Luas Provinsi Kalimantan Timur adalah 20.865.774 ha meliputi wilayah daratan seluas 19.844.117 ha (95,1%) dan wilayah lautan sejauh 12 mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 1.021.657 ha (4,9%). Wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki topografi bergelombang dari  kemiringan   landai   hingga   curam, dengan ketinggian berkisar antara  0-1.000 meter dari permukaan laut (dpl) dengan kemiringan 0-40%. Kondisi fisiografi Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh pegunungan dan dataran. Wilayah pegunungan sebagian besar tersebar di bagian barat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bulungan, Malinau dan Kutai Barat hingga perbatasan Malaysia. Wilayah pantai, rawa pasang surut, daratan aluvial, jalur endapan dan sungai berada di kawasan pesisir timur, sedangkan wilayah dataran dan lembah aluvial umumnya mengikuti arah aliran sungai.
Kalimantan Timur memiliki sumber kekayaan yang cukup besar, baik berupa sumberdaya alam, pariwisata, dan kelautan antara lain:
1. Potensi  sumberdaya  mineral dan energi berupa minyak dengan produksi  rata-rata per tahun sebesar 1,17 ton MMSTB,  gas bumi dengan produksi sebesar 48.680 BSCF per tahun,  batubara dengan produksi sebesar 21,00 milyar ton per tahun dan emas/perak dengan cadangan 60,50 juta ton.
2. Potensi hutan seluas kurang lebih 14,67 juta ha. yang meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi.
3. Potensi lahan yang ditetapkan untuk kawasan budidaya non kehutanan  seluas 5,24 juta ha., lahan perkebunan seluas 4,7 ha. yang terbagi untuk kelapa sawit 4,09 juta ha. dan 0,61 juta ha. untuk perkebunan lainnya, serta lahan pertanian 0,6 juta ha.
4. Potensi pariwisata yang meliputi pariwisata alam, seni dan budaya, sejarah dan kehidupan masyarakat pedalaman/perbatasan. 
5. Potensi  perairan  meliputi  perairan  laut  98.000 km2 dan  perairan  umum  2,28 juta ha, termasuk wilayah budidaya tambak, sungai dan danau. Potensi hasil perikanan tambak rata-rata  350 ribu ton per tahun.
6. Potensi komoditas unggulan tersebar di kabupaten/kota, yaitu: (1) Kabupaten Pasir dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, padi, pisang, perikanan, batubara dan Hutan Tanaman Industri (HTI); (2) Kabupaten Kutai Barat dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, durian, rambutan, perikanan darat, batubara dan emas; (3) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, padi, lada, pisang, nanas, perikanan, pariwisata, batubara, HTI dan gas; (4) Kabupaten Kutai Timur dengan komoditas unggulan kelapa sawit, pisang, jagung, karet, batubara dan HTI; (5) Kabupaten Berau dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, padi, kedelai, perikanan, kelapa, pariwisata, dan batubara; (6) Kabupaten Malinau dengan komoditas unggulan kakao, kelapa sawit, nanas, cempedak, HTI, dan batubara; (7) Kabupaten Bulungan dengan komoditas unggulan kelapa sawit, durian, kakao, perikanan, cempedak, metanol, dan HTI; (8) Kabupaten Nunukan dengan komoditas unggulan kakao, kelapa sawit, perikanan, padi adan (Bario), jagung, ayam Nunukan, minyak bumi, HTI dan garam gunung; (9) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komoditas unggulan perikanan, kelapa sawit, durian, karet dan HTI; (10) Kabupaten Tana Tidung dengan komoditas unggulan kakao, kelapa sawit, cempedak dan durian; (11) Kota Balikpapan dengan komoditas unggulan perikanan, pariwisata, dan pengilangan minyak bumi; (12) Kota Samarinda dengan komoditas unggulan perikanan, pariwisata, lada dan batubara; (13) Kota Tarakan dengan komoditas unggulan udang, ayam ras, dan minyak bumi; dan (14) Kota Bontang dengan komoditas unggulan perikanan, pupuk dan gas.
Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut telah memberikan sumbangan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur dengan indikator sebagai berikut:
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas atas dasar berlaku pada tahun 1995 sebesar Rp. 21,619 trilyun meningkat menjadi Rp. 156,43 trilyun pada tahun 2005, dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 261,537 trilyun pada tahun 2015.
2. Pertumbuhan ekonomi dengan migas atas dasar harga berlaku sebelum krisis ekonomi (1994-1997) rata-rata sebesar 7,14% per tahun kemudian menurun menjadi rata-rata sebesar 2,88% pertahun setelah terjadi krisis ekonomi (1998-2004).
3. PDRB per kapita dengan migas pada awal terjadinya krisis ekonomi (1998) adalah sebesar Rp. 22,39 juta dan PDRB per kapita tanpa migas adalah Rp. 9,68 juta. Data terakhir menunjukkan PDRB perkapita mengalami peningkatan, yaitu dengan migas menjadi Rp. 32,93 juta dan tanpa migas menjadi Rp. 14,15 juta.
4. Struktur perekonomian daerah didominasi oleh dua sektor ekonomi, yaitu: sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Dalam lima tahun terakhir, kedua sektor ini memberikan kontribusi rata-rata sekitar 65% terhadap PDRB Kalimantan Timur.
5. Realisasi ekspor non-migas Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir     (2001-2005) meningkat rata-rata sebesar 18% per tahun dengan nilai ekspor sebesar US$ 1,87 milyar pada tahun 2001 dan sebesar US$ 3,63 miliar pada akhir tahun 2005.
6. Investasi selama masa pemulihan ekonomi setelah krisis masih bersifat fluktuatif, namun cenderung membaik yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah surat persetujuan PMDN dan PMA yang diterbitkan. Dalam lima tahun terakhir PMDN meningkat rata-rata sebesar 109,19%, sedangkan PMA meningkat rata-rata sebesar 124,41%.
7. Di bidang fiskal, daerah Kalimantan Timur telah pula memberikan kontribusi peningkatan pendapatan baik terhadap Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Nasional.
8. Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur pada tahun 2005 menduduki peringkat ke-6. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang relatif tinggi terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping kemajuan yang telah dicapai, masih banyak permasalahan yang belum sepenuhnya terpecahkan, dan masih banyak tantangan pembangunan Kalimantan Timur yang perlu diatasi dalam 20 tahun ke depan.

B. Kondisi Saat ini, Perkiraan Masa Depan dan Isu Strategis 
Bagian ini membahas kondisi saat ini Provinsi Kalimantan Timur, perkiraan masa depan dan isu strategis pembangunan yang berkaitan dengan  sumberdaya manusia, ekonomi, prasarana dan  sarana,  hukum  dan  pemerintahan,  serta  tata  ruang, sumber daya alam dan  lingkungan  hidup.

1. Penduduk
a. Kondisi Saat Ini 
Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 1996 adalah 2,34 juta jiwa, dan meningkat menjadi 2,44 juta jiwa pada tahun 2000, dan 2,85 juta jiwa pada tahun 2005. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama 1990-2000 adalah 2,72% dan selama 2000-2005 adalah 4,04% terutama disebabkan oleh arus masuk penduduk dari wilayah lain. Tingkat pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 2005 adalah 15 jiwa/km2. 
Penyebaran penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2005 terpusat di daerah perkotaan terutama Kota Samarinda (20,22% dari jumlah penduduk) dan Kota Balikpapan (16,54%), serta Kabupaten Kutai Kartanegara (17,27%). Penduduk perkotaan sebanyak 1,33 juta jiwa atau sekitar 46,57% dari seluruh penduduk. Luas daerah perkotaan adalah 2,59 ribu km2  atau 1,13% dari total luas seluruh daratan Kalimantan Timur dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 421,99 jiwa/km2. Sementara itu, sebanyak 1,52 juta jiwa atau 53,43% penduduk tersebar di sembilan kabupaten yang mempunyai luas wilayah daratan 227,27 ribu km2 (98,87% dari total luas daratan) dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata di kabupaten hanya 10,20 jiwa/km2. 
Berdasarkan struktur umur penduduk pada tahun 2005, penduduk Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 63,5% penduduk usia produktif (15-55 tahun) dan 30,6% penduduk usia belum produktif (kurang dari 15 tahun). Menurut jenjang pendidikan, 47,5% penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 berpendidikan dasar setingkat SD dan SLTP, 23,8% penduduk berpendidikan menengah setingkat SLTA, dan 5,65% penduduk berpendidikan tinggi setingkat diploma/akademi/universitas. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kalimantan Timur masih lebih banyak dibanding perempuan. 
Berdasarkan derajat kesejahteraan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur menurun dari 532.711 jiwa pada tahun 2000 menjadi 318.004 jiwa pada tahun 2004 dan sekitar 299.100 orang atau sekitar 10,57% dari jumlah penduduk pada tahun 2005. Penduduk miskin sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan. 
b. Perkiraan Masa Depan
Dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,24% per tahun, jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai kurang lebih 4,78 juta jiwa. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana di seluruh wilayah, persebaran penduduk akan lebih merata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penduduk usia produktif akan meningkat yang memerlukan dukungan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan. 
c. Isu Strategis
1). Perlu adanya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin terutama penduduk miskin yang tinggal di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan.
2). Perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih bermutu. 
3). Perlu adanya penyebaran penduduk secara merata dengan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, pedalaman, dan perbatasan.
4). Perlu adanya peningkatan mutu layanan publik bagi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

2. Pendidikan
a. Kondisi Saat Ini 
Kondisi pendidikan di Provinsi Kalimatan Timur saat ini ditandai oleh belum meratanya layanan pendidikan terutama di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan, belum optimalnya peningkatan mutu pendidikan, dan terbatasnya layanan pendidikan tinggi. 
Angka partisipasi sekolah SD/MI dan angka partisipasi sekolah SMP/MTs di perdesaan ternyata masih rendah dibanding angka partisipasi sekolah di daerah perkotaan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pendidikan di daerah perdesaan.
Pendidikan tertinggi penduduk usia 10 tahun ke atas di Kalimantan Timur cenderung membaik. Jumlah penduduk tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2001 tercatat sebesar 5,69% dan menurun menjadi 4,54% pada tahun 2005. Penduduk yang tidak/belum tamat SD/MI menurun dari 21,75% menjadi 18,49% dan penduduk tamat SD menurun  dari 29,13% menjadi 28,32%. Di sisi lain, penduduk lulusan SLTP/MTs, SLTA/MA, dan akademi/perguruan tinggi.
Mutu pendidikan dapat diukur dari nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs bidang studi matematika adalah 6,06, bahasa Indonesia 6,45; dan bahasa Inggris 5,99. Nilai rata-rata tersebut masih diatas nilai rata-rata nasional. Nilai rata-rata ujian nasional tingkat SMA  untuk jurusan IPA adalah 5,98; IPS 6,00; dan Bahasa  6,50.  Tingkat kelulusan mencapai 99,74%. Mutu pendidikan juga diukur dari angka buta huruf usia 4-59 tahun yang tercatat pada tahun 2005 sebanyak 19,62%, dan angka buta huruf penduduk usia 4-14 tahun sebesar 15,42%.
b. Perkiraan Masa Depan 
Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk usia sekolah dari usia 4-24 tahun pada tahun 2011 adalah 1,43 juta jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 1,45 juta jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 1,85 juta jiwa, dan pada tahun 2026 sebanyak 2,04 juta jiwa. Dengan hasil proyeksi tersebut, perkiraan fasilitas pendidikan yang diperlukan adalah 6.678 unit pada tahun 2011, 7.628 unit pada tahun 2016, 8.492 unit pada tahun 2021, dan 9.354 unit pada tahun 2026. Selain itu, rasio guru terhadap murid yang ideal adalah 1:21 sehingga perkiraan jumlah tenaga pendidik yang diperlukan pada tahun 2011 adalah sebanyak 63.217 orang, tahun 2016 sebanyak 64.495, tahun 2021 sebanyak 76.880 orang, dan tahun 2026 sebanyak 83.073 orang. Dengan adanya peningkatan layanan pendidikan dan penambahan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik, maka angka buta huruf penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2026 diperkirakan akan menjadi 0%.
Perkiraan lain yang berkaitan dengan pendidikan adalah sebagai berikut:
1). Pencapain dan pemenuhan pendidikan wajib belajar 9 tahun akan semakin merata di seluruh kabupaten/kota.
2). Tingkat dan partisipasi pendidikan akan menjadi lebih baik, namun secara rata-rata nasional masih akan tetap tertinggal. 
3). Dalam waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan, lebih dari 50% sekolah di setiap kabupaten/kota akan menerapkan pendidikan bermutu sesuai dengan standar nasional.
4). Sebelum masa RPJPD ini berakhir diharapkan lebih dari 75% sekolah di setiap kabupaten/kota menerapkan sistem pendidikan sesuai dengan standar nasional.
5). Pada saat berakhirnya RPJPD ini diharapkan pendidikan Kalimantan Timur sudah dapat memenuhi standar nasional.
6). Berkembangnya berbagai program pendidikan unggulan dan pendidikan khusus bertaraf internasional sesuai dengan perubahan struktur ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 
c. Isu Strategis
1). Perlu adanya pemerataan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan, pedalaman, terpencil dan perbatasan.
2). Perlu adanya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional.
3). Perlu adanya peningkatan mutu pendidikan khusus terutama bagi penduduk dengan kemampuan khusus.
4). Perlu adanya pengembangan sekolah unggulan dengan standar internasional.
5). Perlu adanya penguatan keterkaitan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan.

3. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
a. Kondisi Saat Ini
Penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan selama ini menyangkut penelitian kebijakan seperti efektivitas subsidi sembako, kepemerintahan, kemasyarakatan, pendidikan, dan kebudayaan; penelitian terapan seperti penelitian transportasi, konservasi alam, ekonomi unggulan, peningkatan pertanian, lingkungan, teknologi dan informasi; serta kajian politik dan kepegawaian. Hasil penelitian dan pengembangan ilmu dan pengetahuan belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. 
b. Perkiraan Masa Depan
Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, informasi dan telekomunikasi yang begitu pesat akan mempengaruhi kecepatan dan kemajuan pembangunan daerah di masa depan. Perkiraan masa depan adalah sebagai berikut:
1) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin meningkat sejalan dengan perbaikan mutu dan jangkauan layanan pendidikan.
2) Mutu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin meningkat untuk mendorong pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah berbasis pengetahuan dan teknologi. 
3) Partisipasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin meningkat.


c. Isu Strategis
1) Perlu adanya peningkatan dan pengembangan riset ilmu-ilmu dasar  dan terapan sesuai dengan perkembangan teknologi global untuk mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing daerah.
2) Perlu adanya pemanfaatan hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi kesejahetaraan rakyat dan kemajuan daerah. 
3) Perlu adanya pengembangan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pelaku usaha/industri swasta besar dan perguruan tinggi kepada masyarakat. 
4) Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Kesehatan
a. Kondisi Saat Ini
Kondisi pembangunan kesehatan ditunjukkan oleh perkembangan derajat kesehatan, kapasitas layanan kesehatan, kondisi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat. 
1). Derajat Kesehatan
Derajat kesehatan penduduk Kalimantan Timur cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Angka kematian bayi menurun dari 37 per 1.000 penduduk pada tahun 2000 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Angka kematian balita menurun dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Angka kematian ibu bersalin mencapai 461 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 281 pada tahun 2005. Kondisi ini menyebabkan angka harapan hidup mencapai 72,9 tahun dengan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang dapat terlayani kesehatan sebanyak 3,4%. 
Berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita di Provinsi Kalimantan Timur, kasus gizi buruk balita menurun dari 798 (3,20%) pada tahun 2000 menjadi 603 (2,2%) pada tahun 2004 dan menurun lagi menjadi hanya 1,6% pada tahun 2005. Pada tahun 2005 mencapai persentase gizi lebih 3,56%, gizi baik 70,75%, gizi kurang 20,16% dan gizi buruk 5,53%. Kondisi ini menunjukan bahwa balita dengan gizi lebih dan baik ternyata sekitar 74,31%, dan balita dengan gizi kurang dan buruk sekitar 25,69%.
2). Kapasitas Pelayanan Kesehatan
Kapasitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur dilihat dari persentase pertolongan ibu bersalin oleh tenaga medis pada tahun 2005 mencapai 73,26%, persentase desa mencapai universal child immunization 78,17%, penanganan desa yang terkena kejadian luar biasa yang ditangani kurang dari 24 jam sebesar 94,44%, ibu hamil yang mendapat tablet Zat Besi (Fe) sebesar 71,41%, bayi yang mendapat pelayanan ASI ekslusif mencapai 39,21%, persentase murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut mencapai 39,21%, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin mencapai 67,55%, serta jaminan kesehatan prabayar mencapai 35,05%. Kondisi ini menyiratkan perlunya peningkatan pemberian ASI ekslusif pada bayi, peningkatan kesehatan murid SD/MI serta jaminan pelayanan pemeliharaan kesehatan  pada pekerja dan keluarga miskin.
Rasio jumlah tenaga medis dan rumah sakit di Kalimantan Timur tertinggi adalah 19 dokter di Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah dokter umum adalah 1,5 per 100.000 penduduk, dokter gigi mencapai 0,6 per 100.000 penduduk, dokter spesialis dasar (dokter kebidanan, dokter bedah, dokter anak, dan dokter ahli dalam) rata-rata mencapai rasio 0,4 per 100.000 penduduk, dan rasio tenaga paramedis mencapai 9 per 100.000 penduduk. Tenaga medis belum tersebar secara merata di seluruh kabupaten/kota dan masih mengalami kekurangan tenaga dokter spesialis dasar dan tenaga ahli kesehatan.
3). Kondisi Lingkungan dan Perilaku Masyarakat
Pada tahun 2005 persentase  rumah sehat  mencapai 69,70%, tempat-tempat umum sehat mencapai 80,54%, dan posyandu purnama dan mandiri mencapai 37,13%. Hal ini perlu adanya peningkatan lingkungan sehat yang dapat mencegah sejak dini terhadap penyakit menular dan wabah.
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat pada tahun 2005 adalah 47,84% atau 59,1 ribu rumah tangga dari sekitar 123,5 ribu rumah tangga yang diamati. Rata-rata persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit hanya mencapai 14,58% dan yang memanfaatkan puskesmas 76%. Hal ini menunjukan perlu adanya upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan.
b. Perkiraan Masa Depan 
Dalam 20 tahun mendatang derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur diperkirakan akan semakin meningkat yang ditandai oleh menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatnya angka harapan hidup, dan menurunnya wabah dan endemi, serta berkurangnya gizi kurang dan buruk pada balita. Selain itu,  pelayanan kesehatan akan semakin baik yang ditandai oleh peningkatan jumlah dan mutu tenaga medis, peningkatan kesejahteraan dan pengurangan masyarakat miskin. Selanjutnya perilaku hidup sehat juga akan meningkat melalui pencegahan sejak dini terhadap penyakit menular dan wabah.
c. Isu Strategis
1). Perlu adanya peningkatan dan pengembangan perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat.
2). Perlu adanya pemerataan jangkauan layanan kesehatan ke seluruh kabupaten/kota terutama wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan melalui pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis.
3). Perlu peningkatan mutu layanan kesehatan sesuai dengan standar nasional.
4). Perlu adanya pengembangan pusat layanan kesehatan yang memenuhi standar internasional.


5. Ketenagakerjaan
a. 	Kondisi Saat Ini
Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja di Kalimantan Timur juga meningkat dari 1,02 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi 1,17 juta jiwa pada tahun 2004, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat dari 55,6% menjadi 62,67%. Sampai dengan tahun 2005, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah sebesar 1.171.891 orang (60,22%) dan 744.285 orang (39,78%) bukan angkatan kerja.  
Penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar berusaha di sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Penyerapan jumlah tenaga kerja ternyata pada tahun 2005 sebesar 91,4 ribu jiwa belum seimbang dengan jumlah pencari kerja sebanyak 140,86 ribu jiwa. Tingkat pengangguran terbuka di empat kota utama Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan rata-rata mencapai 14,24% yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan meningkatnya jumlah pencari kerja terutama dari pertambahan penduduk usia kerja, migrasi penduduk dari daerah lain dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan perkayuan. Selain itu, rendahnya jumlah jam kerja di beberapa kabupaten menunjukkan terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas tenaga kerja sebagai akibat masih rendahnya pendidikan dan keterampilan para tenaga kerja. 
b. 	Perkiraan Masa Depan
Peningkatan pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama pada sektor-sektor unggulan. Peningkatan produktivitas juga diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam daerah dan meningkatkan PDRB secara optimal. Secara keseluruhan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan wilayah Kalimantan Timur.
c. 	Isu Strategis
1). Perlunya adanya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan.
2). Perlunya pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
3). Perlu adanya perbaikan iklim investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
4). Perlunya adanya sinkronisasi antara pembangunan pendidikan dan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. 

6. Peranan  Wanita
a. Kondisi Saat Ini
Peran perempuan dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik di Kalimantan Timur ternyata masih belum optimal. Jumlah pejabat wanita dalam struktur pemerintahan pada tahun 2005 sebanyak 30 jiwa atau sebesar 9,2%, sedangkan jumlah pejabat wanita dalam organisasi politik sebanyak 6 orang atau sebesar 7,8%.
b. Perkiraan Masa Depan
Dalam 20 tahun mendatang, peran dan fungsi perempuan diperkirakan akan terus meningkat baik dalam pembangunan ekonomi, sosial, maupun politik. Selain itu, kesetaraan dan keadilan gender diperkirakan akan semakin membaik sehingga memberi ruang yang luas bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam seluruh bidang pembangunan.
c. Isu Strategis
1). Perlu adanya pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundangan-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran.
2). Perlu adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik.
3). Perlu adanya upaya peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik.  

7. Pemuda dan Olah raga
a. Kondisi Saat Ini
Perkembangan kegiatan kepemudaan dalam periode 2000-2004 ternyata belum menunjukkan peningkatan yang ditandai oleh berkurangnya jumlah karang taruna dan rendahnya jumlah kegiatan kepemudaan. Sedangkan kondisi olah raga cukup baik, namun belum menujukkan prestasi yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan pembinaan olahraga. 
b. Perkiraan Masa Depan
Jumlah penduduk usia muda dalam 20 tahun ke depan diperkirakan terus meningkat sehingga perlu penguatan organisasi kepemudaan untuk meningkatkan peran pemuda dalam bidang sosial, pendidikan, seni budaya dan olahraga; serta memperluas peran pemuda dalam pembangunan. Selain itu, perluasan kegiatan dan penguatan organisasi kepemudaan akan memerlukan dukungan penyediaan prasarana dan sarana seni-budaya dan olah raga. 
Dalam 20 tahun ke depan, peran aktif masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan kepemudaan dan olah raga akan semakin meningkat sehingga prestasi dalam bidang pendidikan, seni dan budaya, dan olah raga Kalimantan Timur akan terus meningkat.
c. Isu Strategis
1). Perlu adanya penguatan dan pembinaan prestasi bagi pemuda dalam bidang pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional.
2). Perlu adanya peningkatan prestasi olah raga di setiap cabang olahraga sesuai dengan standar nasional dan internasional.
3). Perlu adanya peningkatan peran pemuda dalam upaya pelestarian seni dan budaya Kalimantan Timur.


8. Agama
a. Kondisi Saat Ini
Penduduk Provinsi Kalimantan Timur saat ini sebagian besar memeluk agama Islam, yaitu 2,24 juta jiwa atau  81,48% dari seluruh penduduk. Tempat ibadah masjid, langgar dan musholla, gereja, pura dan vihara tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari segi kehidupan beragama, kerukunan antarumat beragama di Provinsi Kalimantan Timur relatif baik.
b. Perkiraan Masa Depan
Dalam 20 tahun mendatang, struktur penduduk menurut pemeluk agama di Kalimantan Timur diperkirakan akan tetap. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, penyediaan fasilitas peribadatan dan pendidikan setiap agama juga meningkat termasuk musholla dan masjid, gereja Katolik, gereja Kristen Protestan, vihara dan pura. 
Selain itu, Pada peningkatan dan persebaran fasilitas peribadatan dan pendidikan agama akan berdampak positif pada peningkatan kerukunan antarumat beragama dan terciptanya kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kalimantan Timur yang lebih bermutu, sejahtera, toleran dan aman.
c. Isu Strategis
Perlu adanya peningkatan kehidupan beragama dalam mendorong perilaku masyarakat yang lebih toleran, jujur, bermoral, dan menjaga keharmonisan kehidupan antarpemeluk agama sehingga dapat mendukung kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang semakin maju, bermutu dan bermartabat.

9. Kesejahteraan Sosial
a. Kondisi  Saat Ini
Kesejahteraan sosial menyangkut pelayanan sosial kepada masyarakat miskin termasuk anak asuh, anak terlantar, penyandang masalah sosial dan penduduk dengan kemampuan berbeda (cacad). Jumlah anak asuh dan anak-anak terlantar mengalami fluktuasi sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pelayanan sosial yang telah dilakukan saat ini meskipun cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan baik jangkauan maupun mutu pelayanan.
b. Perkiraan Masa Depan
Sejalan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kalimantan Timur, jumlah penduduk penyandang masalah sosial, anak terlantar dan penduduk dengan kemampuan berbeda dalam 20 tahun mendatang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, peningkatan mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.




c. Isu Strategis
1). Perlu adanya pengembangan sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan. 
2). Perlu adanya peningkatan mutu pelayanan sosial terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacad, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3). Perlu adanya peningkatan profesionalisme dalam penanganan masalah sosial.
4). Perlu adanya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang sosial masyarakat.

10. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
a. Kondisi  Saat Ini
Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memampukan dan memandirikan masyarakat dalam pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengarah pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat. Salah satu isu kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, sampai dengan tahun 2005 penduduk di Kalimantan Timur berjumlah 2,85 juta jiwa. Dari total penduduk ini masih terdapat kurang lebih 299.100 jiwa atau 10,57 % yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Dengan kondisi ini maka kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan.
Pemerintah sampai dengan tahun 2005 telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk membangun sarana dan prasarana perdesaan, baik itu melalui Program Pembangunan Desa Tertinggal (P2DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD/CERD) dan Program Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
Selanjutnya melalui pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya, pemerintah juga telah melaksanakan berbagai langkah antara lain melalui fasilitas pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), fasilitas pemberian subsidi beras untuk keluarga miskin, fasilitas penguatan kelembagaan masyarakat (seperti: lembaga ekonomi perdesaan LPM/LKMD dan PPK), fasilitas penguatan forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, fasilitas pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat melalui bulan bhakti gotong royong masyarakat dan perlombaan desa/ kampung/kelurahan serta fasilitas pelestarian lingkungan hidup di perdesaan.
Pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya serta sarana dan prasarana di perdesaan perlu ditingkatkan dan diupayakan secara optimal, dengan sasaran utama agar kondisi masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan ini dapat mengakses terhadap berbagai kebutuhan baik itu berupa kebutuhan informasi, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang layak, listrik, pekerja yang layak, jalan perdesaan, pelayanan prima dari pihak pemerintah dan kebutuhan lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat, sehingga secara bertahap ekonomi masyarakat miskin akan berubah dan meningkat kearah yang lebih baik.
b. Perkiraan Masa Depan
Secara bertahap dalam jangka waktu 20 tahun kedepan masyarakat Kalimantan Timur dapat hidup dalam kondisi yang lebih mampu dan mandiri dalam arti sifat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. Disisi lain peran aparatur desa/kampung dan kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan dapat lebih efektif dan optimal. Begitu juga lembaga masyarakat desa/kampung dan kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah desa/kampung dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat lebih efektif dan profesional.    
	Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat dimasa mendatang diharapkan akan mampu memberikan keseimbangan antara upaya penguatan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatannya dengan kebijakan pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam proses pembangunan, dengan penekanan pada aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan aspek lingkungan serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan sebagai jajaran pemerintahan terdepan dalam pemberdayaan masyarakat.
c. Isu Strategis
1). Masih relatif terbatasnya kemampuan aparatur desa/kampung dan kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan. 
2). Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
3). Belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi  dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
4). Masih besarnya penduduk yang hidup dalam kondisi keterbelakangan dan kemiskinan.
5). Terbatasnya akses masyarakat perdesaan/kampung dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya. 
6). Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.  

11. Perekonomian Daerah
a. Kondisi  Saat Ini
Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan perekonomian yang berkembang pesat. Nilai produk domestik regional bruto (PDRB) dengan migas pada tahun 2000 sebesar Rp. 82,45 triliun dan pada       tahun 2005 mencapai Rp. 176,13 trilun. Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Tmur menduduki peringkat 1 dari 4 Provinsi di Pulau Kalimantan, dan menduduki peringkat 5 dari 33 provinsi di Indonesia setelah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sektor ekonomi yang menjadi penyumbang PDRB terbesar selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sektor industri pengolahan (37,59 %), sektor pertambangan dan penggalian (36,00 %), pertanian (7,15 %), serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. 
Pertumbuhan ekonomi dalam periode 2000-2005 rata-rata sebesar 3,0 % per tahun (dengan migas) dan 6,26 % per tahun (tanpa migas). Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air bersih (10,40 %), sektor pengangkutan dan komunikasi (7,73%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (6,75 %). Sementara, sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah sektor pertanian (33,87 %), sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,38 %),  dan sektor jasa-jasa (15,53 %).
Perkembangan PDRB perkapita dalam periode 2000-2005 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan yaitu pada tahun 2000 dengan migas mencapai Rp. 33,87 Juta dan pada tahun 2005 menjadi Rp. 63,29 juta sehingga pertumbuhan rata-rata 15,45 % pertahun. Sedangkan bila dihitung tanpa migas sebesar Rp. 12,42 juta pada tahuh 2000 dan terjadi peningkatan pada tahun 2005 hanya sebesar Rp. 17 juta dan meningkat lagi pada tahun 2005 mencapai            Rp. 23,91 juta dengan peningkatan rata-rata 15,31% pertahun.
Disamping itu pendapatan regional perkapita selama kurun waktu tahun 2000-2005 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi terutama jika dihitung dengan migas yaitu pada tahun 2000 sebesar Rp. 12,87 juta danpada tahun 2005 mencapai Rp. 24,12 juta, namun jika dihitung  tanpa migas tahun 2000 sebesar    Rp. 4,52 juta dan tahun 2005 mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 8,79 juta. Pertumbuhan rata-rata 17,48 % dan 18,89 %. 
Pusat kegiatan ekonomi pertanian terdapat di Kabupaten Malinau, Nunukan dan Penajam Paser Utara; pusat kegiatan pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, dan Pasir; sektor industri pengolahan terdapat di Kota Bontang, Balikpapan, dan Kabupaten Bulungan; dan sektor perdagangan terpusat kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Tarakan dan Kota Samarinda.
b. Perkiraan Masa Depan 
Struktur ekonomi Kalimantan Timur dalam 20 tahun mendatang diperkirakan belum akan mengalami perubahan secara mendasar. Sektor sekunder dan sektor primer masih menjadi penyumbang PDRB terbesar. Kontribusi sektor sekunder di Kalimantan Timur akan mengalami puncak pada tahun 2010. Setelah tahun tersebut kontribusi kelompok sektor sekunder akan mengalami pertumbuhan yang relatif stabil atau cenderung tetap. Sementara, kontribusi sektor primer mulai tahun 2010 akan sedikit meningkat hingga tahun 2025. 
Dari segi pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan rata-rata tertinggi adalah sektor jasa, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan akan tetap menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar.  
c. Isu Strategis
1). Perlu adanya perubahan struktur ekonomi Kalimantan Timur untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, galian, minyak dan gas, serta industri pengolahan (bahan galian) yang menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. 
2). Perlu adanya peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan pemanfatan sumberdaya lokal secara cermat, efisien, efektif, dan berkelanjutan.
3). Perlu adanya penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi ke seluruh kabupaten/kota untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antarkabupaten/kota di Kalimantan Timur.
4). Perlu adanya penguatan industri pengolahan yang menghasilkan barang-barang bermutu, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

12. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
a. Kondisi Saat Ini
Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 2,49 juta ha, terdiri dari lahan sawah seluas     202,37 ribu ha (8,13%) dan lahan bukan sawah 2,29 juta ha (91,87). Dari luas lahan sawah tersebut, lahan yang ditanami padi setahun dua kali seluas 35.892 ha, dan ditanami padi setahun satu kali seluas 44,94 ribu ha. Lahan sawah yang tidak diusahakan selama satu tahun seluas 15,92 ha dan lahan sawah yang sementara tidak diusahakan adalah 105,62 ribu ha. Untuk lahan bukan sawah dari lahan potensial seluas 2,29 juta ha tersebut, yang difungsikan seluas 906,92 ribu ha        (± 39,68 %) dan sementara tidak diusahakan adalah 1,38 juta ha (± 60,32 %). Potensi lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah lahan kering untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.
Konsumsi pangan penduduk di Kalimantan Timur sebagian dapat dipenuhi oleh produksi daerah sendiri.  Konsumsi beras/padi dapat dipenuhi dari 87,77% produksi di Kalimantan Timur, tingkat pemenuhan konsumsi jagung 78,55 %, ubi kayu 214,91 % dan ubi jalar 157,86%. Konsumsi untuk beberapa komoditi pangan lainnya masih dipenuhi dari luar daerah.
Perkembangan produksi tanaman pangan pada tahun 2002-2005 mencapai  4,92 %, dengan rincian  laju pertumbuhan produksi padi sawah 11,40 % dan padi ladang -7,11%. Laju pertumbuhan luas panen padi adalah sebesar 3,87 % dengan rincian pertumbuhan luas panen padi sawah -1,36 % dan padi  ladang  16,04 %.  Laju  pertumbuhan  produktivitas  padi  adalah 9,54 % dengan rincian  pertumbuhan  produktivitas  padi  sawah 8,24 % dan padi ladang 0,95 %.
Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura selama periode 2003-2005 adalah sebagai berikut: jagung 0,93 %, kedelai 2,17 %, kacang tanah -5,20 %, kacang  hijau 3,80 %, ubi kayu  -10,00 %, dan  ubi  jalar  6,45 %.  Pertumbuhan luas  panen Jagung -3,24 %, kedelai  1,50 %, kacang tanah 1,45 %, kacang hijau 0,59 %, ubi kayu mencapai 3,0 % dan ubi jalar mencapai 9,44 %. Laju pertumbuhan produktivitas jagung mencapai 8,55 %, kedelai -2,64 %; kacang tanah 4,55 %, kacang hijau -2,11 %, ubi kayu  1,24 %, ubi jalar 1,34 %.
Sementara itu, keragaman komoditi sayuran selama periode 2003-2005 membaik. Laju pertumbuhan produksi sayuran mencapai 27,13 %, luas  panen  sebesar 12,30 % dan pertumbuhan produktivitas sebesar 12,76 %. Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan produksi komoditi buah-buahan sebesar -18,10 %, pertumbuhan luas panen sebesar 35,22 % dan produktivitas sebesar 23,32 %.
b. Perkiraan Masa Depan
1). Paling lama dalam 10 tahun mendatang, produksi beras diperkirakan akan meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk lokal di daerah penghasil dan penduduk Kalimantan Timur seluruhnya. 
2). Dengan perkiraan pertumbuhan tanaman padi rata-rata 8,41 % per tahun, dalam  20 tahun ke depan pertumbuhan padi diharapkan mencapai 168,3 % sehingga Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu provinsi penghasil padi terbesar. 
3). Dalam 20 tahun mendatang diharapkan terciptanya suatu sistem yang terpadu baik dalam pengelolaan hasil pertanian maupun pemasaran hasil; berkembangnya pusat-pusat pertanian baru; dan meningkatnya produktivitas komoditi pertanian lainnya sebagai penyangga kebutuhan dan pengembangan ekonomi di Kalimantan Timur.
c. Isu Strategis
1). Perlu adanya pengembangan agribisnis tanaman pangan di Kalimantan Timur dalam penyediaan bibit, pupuk, irigasi, pengolahan, penyuluh, dan jaringan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
2). Perlu adanya penguatan sistem pertanian pangan melalui intensifikasi dan perluasan area pertanian untuk mewujudkan Kalimantan Timur sebagai salah satu lumbung beras.
3). Perlu adanya penguatan kelembagaan petani pangan. 

13. Perkebunan
a. Kondisi Saat Ini
Luas lahan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) di Kalimantan Timur adalah 6,31 juta ha dan yang mendapat ijin lokasi pencadangan lahan untuk perkebunan seluas 1,62 juta ha bagi 179 perkebunan besar swasta (PBS). Lahan yang telah memperoleh sertifikat hak guna usaha (HGU) adalah 373,19 ribu ha. Sampai saat ini, lahan yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan adalah seluas 381,21 ribu ha, termasuk 201,09 untuk perkebunan kelapa sawit.  Ijin lokasi perkebunan telah dikeluarkan untuk lahan seluas 3,15 juta ha bagi 188 perusahaan dan hanya 42 perusahaan yang aktif. 
1). Perkebunan Pemerintah
Luas tanaman perkebunan di Kalimantan Timur sampai tahun 2005 secara keseluruhan mencapai 351,13 ribu ha, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 191,31 ha dan PBS/PTPN seluas 146,76 ha. Rata-rata pertumbuhan luas lahan perkebunan setiap tahun sebesar 5,39 %. Luas lahan perkebunan tersebut sekitar 10,2 % dari lahan yang telah dicadangkan untuk usaha perkebunan dengan jenis tanaman budidaya seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kakao dan kopi.
Upaya pengembangan kawasan budidaya non kehutanan tersebut menjadi kawasan perkebunan telah banyak dilakukan melalui berbagai pola pengembangan seperti pola Perusahaan Inti Rakyat Pekebunan (PIR-BUN), Perkebunan Inti rakyat (PIR)-Swadaya, UPP dan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) sehingga kawasan tersebut menjadi kawasan pusat-pusat produksi.
Di samping itu, pengembangan komoditi perkebunan dilakukan dengan penyusunan Rencana Makro Perkebunan Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan upaya untuk pemanfaatan ruang KBNK untuk menumbuhkan dan mengembangkan kawasan-kawasan sentra produksi perkebunan baru.
Perkebunan di Kalimantan Timur menghasilkan delapan jenis komoditi utama dengan pertumbuhan rata-rata luas panen pada periode 2001-2005 untuk tanaman karet adalah -1,19 %, kelapa -2,56 %, kelapa sawit 11,70 %, kopi 0,13 %, lada 7,60 %, kakao 5,71 %, cengkeh -5,82 %. Komoditi perkebunan lainnya termasuk pala, jambu mete, jarak, kemiri, kapuk, tebu, aren, tembakau, panili, kayu manis dan jahe meningkat sebesar 7,90 % per tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan luas areal tanaman yang produktif (tanaman menghasilkan) sebagai akibat dari peremajaan dan perluasan areal pembangunan perkebunan. 
Total produksi meningkat dari 514,70 ribu ton pada tahun 2001 menjadi 1,08 juta ton pada tahun 2005 dengan petumbuhan produksi rata-rata per tahun sebesar 27,53 %. Produksi tanaman karet mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 15,27% per tahun, kelapa   10,67%,  kopi 4,51 %, lada  6,24 %, kelapa sawit 30,18 %, kakao 16,40 %, dan cengkeh -14,29 %. Pertumbuhan komoditi lainnya seperti pala, jambu mete, jarak, kemiri, kapuk, tebu, aren, tembakau, panili, kayu manis dan jahe  adalah sebesar 52,40 % per tahun. 
2). Perkebunan Swasta
Hasil produksi terbesar yang dikelola perkebunan swasta adalah tanaman kelapa sawit, yaitu sebesar 573,79 ribu ton pada tahun 2005 yang tersebar di beberapa kabupaten di Kalimantan Timur. Hasil produksi tertinggi kedua adalah tanaman karet sebesar 3.723 ton pada tahun 2005.
3). Perkebunan Rakyat
Hasil produksi terbesar perkebunan rakyat adalah tanaman kelapa sawit sebesar 251,87 ribu ton pada tahun 2005 yang tersebar di beberapa Kabupaten di Kalimantan Timur. Kemudian hasil produksi terbesar kedua adalah tanaman karet sebesar 33,93 ribu.
b. Perkiraan Masa Depan
1). Dalam 20 tahun ke depan, investasi di bidang perkebunan diperkirakan akan terus meningkat.
2). Pengembangan luas lahan diperkirakan akan terus terjadi pada tanaman kelapa sawit dan karet khususnya lahan tanaman sawit akan mencapai 1 juta hektar.
3). Produksi perkebunan dan diversifikasi hasil produksi akan terus meningkat sehingga mempunyai daya saing di pasar global.
4). Peningkatan perkebunan akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. 
c. Isu Strategis 
1). Perlu adanya pengembangan agribisnis perkebunan untuk memperluas lapangan kerja, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kalimantan Timur.
2). Perlu adanya pengelolaan perkebunan terpadu dalam mendukung pengembangan perkebunan sawit seluas 1 juta hektar. 
3). Perlu adanya pemantapan struktur perkebunan melalui pengelolaan hulu-hilir termasuk peningkatan mutu sumber daya manusia, diversifikasi produksi, penggunaan teknologi tepat guna baik dalam peningkatan produksi, pengolahan hasil produksi dan diversifikasi hasil olahan.
4). Perlu adanya penguatan kerjasama dan keterkaitan antar bidang khususnya dengan peternakan untuk menghasilkan nilai tambah perkebunan.

14. Kehutanan
a. Kondisi Saat Ini
Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki hutan alam terluas di Indonesia dengan luas kawasan hutan sekitar 14 juta ha berupa hutan alam tropika humida (hutan dipterokarpa) yang termasuk salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia (megabiodiversity). Kawasan hutan di Kalimantan Timur memiliki kekayaan flora dan fauna langka di dunia termasuk orang utan (Pongo Pygmeous), rusa (Cervus Unicolor), dan Pesut Air Tawar-Mahakam (Fresh Water Dolphine). 
Pemanfaatan sumberdaya hutan melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH-IUPHHK) yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dan daerah ternyata mengalami kemunduran dalam lima tahun terakhir. Hal ini dapat ditunjukkan oleh beberapa kenyataan sebagai berikut:
1). Jumlah unit pengusahaan hutan (HPH) yang aktif mengalami penurunan sehingga produksi hasil hutan kayu juga menurun.
2). Produk kayu dari hasil kegiatan sejak tahun 1992 meningkat sebagai akibat konversi hutan atau IPK. Namun, tidak diikuti secara konsisten oleh peningkatan jumlah hasil konversi terutama hasil perkebunan.
3). Adanya ketimpangan yang mencolok antara kebutuhan bahan baku industri dengan produksi kayu bulat terutama sejak tahun 2001 ketika dilaksanakan kebijakan pengurangan jatah tebangan HPH. 
4). Meningkatnya kebakaran hutan dan pembalakan hutan liar yang mengakibatkan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan dan meluasnya lahan-lahan kritis.


5). Adanya ketidakpastian status sumber daya hutan yang ditunjukkan oleh rendahnya kinerja pembangunan kehutanan, merosotnya pengelolaan sumber daya hutan secara lestari, dan tidak efisiennya industri pengolahan kayu. Hal ini disebabkan oleh bencana alam, eksploitasi hutan yang berlebihan, dan perubahan tata ruang yang tidak transparan. 
b. Perkiraan Masa Depan
Penataan ruang secara transparan, akomodatif, rasional dan konsisten merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan kehutanan dan non-kehutanan (agribisnis dan agroindustri) ke depan terutama dalam penetapan kawasan hutan tetap dan areal hutan yang dikonversi. Dalam 20 tahun mendatang, pengelolaan hasil hutan secara efisien dengan mempertimbangkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan diperkirakan akan dapat meningkatkan mutu dan produktivitas hutan melalui teknik silvikultur yang telah dikembangkan seperti sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Plih Tanam Jalur (TPTJ) dan Tebang Pilih Tanam Intensip Indonesia (TPTII). Dengan kondisi ini, produktivitas tegakan hutan diharapkan dapat meningkat sampai 10 m3/ha per tahun. 
c. Isu Straegis
1). Perlu adanya pengelolaan sumber daya hutan secara efisien dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
2). Perlu adanya pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan yang ada.
3). Perlu upaya mempertahankan keseimbangan lingkungan ekosistem dalam jangka panjang.
4). Perlu adanya rehabilitasi dan pengayaan hutan dengan menerapkan penanaman dua jenis pohon, yaitu pohon yang tumbuh cepat dan pohon meranti unggulan lokal.
5). Perlu adanya upaya pemulihan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis di Kalimantan Timur seperti DAS Mahakam yang luasnya mencapai sekitar 6 juta ha.

15. Peternakan
a. Kondisi Saat Ini
Pembangunan peternakan di Kalimantan Timur dalam 10 tahun terakhir (1995 - 2005) mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan populasi ternak secara keseluruhan mengalami penurunan, kecuali babi, ayam pedaging dan petelur.  Pertumbuhan sapi potong menurun 2,07 %, kerbau 6,13 %, kambing 0,22%, domba 11,70 %, ayam buras 2,57 % dan itik 0,38 %. Di sisi lain, pertumbuhan populasi babi meningkat sebesar 0,39 %, ayam petelur 1,38 % dan pedaging 16,19 %. Populasi ayam pedaging meningkat sangat tinggi dan menjadi komoditas unggulan di Kalimantan Timur sehingga mampu memasarkan 23% DOC ke luar daerah, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi  Tengah. 

Populasi ternak sapi di Kalimantan Timur masih sangat terbatas dibanding kebutuhan sehingga ternak lokal hanya mampu memenuhi kebutuhan daging sebesar 20 %, dan 80 % kebutuhan daging sapi harus dipasok dari luar daerah. Di sisi lain, potensi wilayah terutama lahan yang luas masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan ternak sapi. 
Salah satu kendala pengembangan peternakan di Kalimantan Timur adalah belum lancarnya pemasaran produk peternakan  seperti transaksi ternak bibit, ternak konsumsi, hasil peternakan dan sarana prasarana peternakan, serta terbatasnya rumah potong hewan termasuk rumah potong ayam atau unggas, pos kesehatan hewan dan karantina hewan.  
Kesempatan kerja di bidang agribisnis peternakan semakin meningkat yang ditunjukkan oleh penyerapan tenaga kerja pada tahun 2003 sebanyak       90.017 orang dan tahun 2005 sebanyak 155.534 orang.
b. Perkiraan Masa Depan
1). Dengan asumsi bahwa tingkat kelahiran ternak sapi 24,10 %, kematian      2,92 % dengan penurunan 4,17 % per tahun, pemotongan 89,56% dengan penurunan 6,93 % per tahun, impor 84,4 % dengan penurunan 8,8 % per tahun, maka dalam 20 tahun mendatang populasi sapi di Kalimantan Timur diperkirakan 1,97 juta ekor sehingga sapi diharapkan menjadi ternak unggulan Kalimantan Timur.
2). Dengan asumsi bahwa kelahiran kambing 35,93% dengan peningkatan 2,5 % per tahun, kematian 4,12 % dengan penurunan 2,50 % per tahun, pemotongan 52,35 %, dan impor 23,33 %, maka dalam 20 tahun mendatang populasi ternak kambing diperkirakan 213.706 ekor sehingga kambing menjadi ternak andalan setelah sapi potong.
3). Dengan  asumsi  bahwa tingkat kelahiran ayam petelur Nunukan 65,50 %, kematian 10,00 %, dan pemotongan 50,00 %, maka dalam 20 tahun mendatang  populasi ternak ayam petelur diperkirakan menjadi 104,03 juta ekor sehingga tetap menjadi ternak andalan Kalimantan Timur dengan mempertahankan ayam Nunukan.
4). Dengan asumsi bahwa tingkat kelahiran ayam pedaging 125,03%, kematian 10,0 %, pemotongan 90,00 %, ekspor 35,15 % dan impor 10,12 %, maka dalam 20 tahun mendatang populasi ternak ayam pedaging diperkirakan menjadi 258,28 juta ekor. 
c. Isu Strategis
1). Perlu adanya pengembangan usaha ternak secara lebih efisien, produktif dan efektif terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
2). Perlu adanya peningkatan fasilitas produksi, pengolahan hasil ternak dan pencegahan penyakit ternak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong kemajuan ekonomi daerah.
3). Perlu adanya pembinaan dan perlindungan usaha bagi peternak skala kecil, serta  menjamin kepastian hukum lokasi usaha peternakan.
4). Perlu adanya perluasan jaringan pemasaran ternak yang mampu melayani pasar lokal sampai regional.
16. Kelautan dan Perikanan
a. Kondisi Saat Ini
Wilayah Kalimantan Timur mempunyai 9 kabupaten/kota yang berada di  wilayah  pesisir  dengan  panjang  pantai   sekitar 1.185 km  yang  terbentang  dari  bagian  selatan  Kabupaten  Pasir  hingga  bagian  utara   Pulau   Nunukan. Selain itu, wilayah Kalimantan Timur memiliki wilayah lautan seluas (lebar 12 mil) sekitar 135.380,9 km²  dan   terdapat 122   buah   pulau   kecil. Potensi budidaya  ikan  yang ada meliputi perairan umum  seluas 111,77 juta ha,  budidaya  air  laut  seluas  8,40 juta ha,  dan  budidaya  air  payau  seluas  225.000  ha.
Kawasan pesisir Kalimantan Timur mempunyai potensi utama sumberdaya hayati dan nabati yang sangat besar seperti ketersediaan ikan dengan berbagai jenis, udang yang memiliki nilai ekonomis dan ekspor yang tinggi, kepiting dengan berbagai jenis, molusca, teripang, rumput laut dan lain-lain. Wilayah Kalimantan Timur juga mempunyai potensi wisata bahari yang di dukung dengan keanekaragaman terumbu karang dan keindahan berbagai jenis ikan hias dan wisata alam dengan adanya Taman Nasional. Selain itu,  potensi pembangunan perikanan juga didukung dengan adanya tempat pelelangan ikan, tempat pendinginan ikan, dan pelabuhan.
1) Hasil Produksi Perikanan 
Pada tahun 2005, produksi perikanan dari kegiatan budidaya ikan di perairan umum seperti kolam mencapai 232,86, budidaya ikan dalam karamba sebesar 6.138,83 ton, dan produksi hasil tambak sebesar  35.385,39 ton. Sementara hasil perikanan tangkap laut sebesar 92.736,26 ton dan perairan umum sebesar  31.059,14 ton.
2) Perkembangan Impor dan Ekspor
Nila ekspor poduksi perikanan dalam periode 2000-2005 mengalami peningkatan. Negara tujuan ekspor utama Amerika, Hongkong, Jepang, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara Uni Eropa. Komoditi ekspor hasil produksi perikanan terdiri dari udang beku baik dalam bentuk olahan headless dan peeled, yaitu udang windu (Giant Tiger Prawns) dan udang putih (Banana prawns); udang segar, ikan segar, yaitu ikan tenggiri (Indo-pasific king mackerels dan narrow barred-king mackerels); ikan hidup, yaitu ikan betutu (sleeper gobies), ikan kerapu (Groupers), lobster I, Kepiting (mud crabs and swim crabs), labi-labi (Tortoise), kura-kura (river and lake turtle), serta cacing laut/sea worm (morphysa sanguena) dan lain-lain. 
3) Infrastruktur Penunjang
Infrastruktur penunjang sektor perikanan yang tersedia antara lain pelabuhan perikanan (PPI) di pantai Tarakan, Sebatik-Nunukan, Selili-Samarinda, Tanjung Batu-Berau, Manggar-Balikpapan Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Nunukan, Pangkalan Pendaratan Ikan Bontang. PPI di Muara Pantuan dan Muara Pasir sudah tidak berfungsi lagi. 



b. Perkriaan Masa Depan 
Dalam 20 tahun mendatang, pembangunan kelautan dan perikanan akan bertumpu pada pengembangan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan permintaan pasar yang besar dengan prioritas ikan tuna untuk perikanan tangkap, dan ikan kerapu, rumput laut, udang, nila dan patin untuk perikanan budidaya. 
1). Berdasarkan pertumbuhan sektor perikanan, pembukaan lahan budidaya diperkirakan meningkat dari 76,346 ribu ha pada tahun 2005 menjadi 103,34 ribu ha pada tahun 2026 (data disesuaikan tahun 2005).
2). Hasil produksi perikanan diperkirakan akan meningkat sebesar 2,35% per tahun. 
3). Mutu sumber daya manusia dalam usaha dan budidaya perikanan diharapkan akan semakin meningkat. 
4). Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang seperti keberadaan pabrik es, cool storage, pelabuhan perikanan, pabrik pengalengan ikan, dan pabrik pengolahan hasil perikanan lainnya, hasil olahan perikanan diperkirakan akan meningkat sebesar 1,11% per tahun.
c. Isu Strategis
1). Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan berbasis masyarakat dan kemitraan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
2). Belum tertatanya manajemen perikanan dan kelautan untuk meningkatkan jumlah, mutu, daya saing dan diversifikasi produksi perikanan mulai dari hulu sampai hilir. 
3). Rendahnya kualitas SDM perikanan yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan manajemen perikanan bagi nelayan dan pengusaha perikanan, langkanya pelatihan teknologi budidaya perikanan, dan kurang berkembangnya lembaga pendidikan keahlian perikanan.
4). Rendahnya kualitas SDM berdampak pada rendahnya pendapatan, rendahnya konsumsi, dan rendahnya mutu gizi masyarakat dan selanjutnya akan berujung pada rendahnya produktivitas. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan pendidikan keahlian teknologi perikanan dan kelautan dalam upaya peningkatan tenaga kerja perikanan yang profesional.
5). Rendahnya investasi di bidang perikanan laut skala besar dengan teknologi tinggi dengan radius jelajah dan kapasitas kapal yang besar.

17. Investasi Daerah
a. Kondisi Saat Ini
Selama 5 tahun terakhir (2001-2005) realisasi PMA dan PMDN di Kalimantan Timur berfluktuasi dari Rp. 994,281 miliar pada tahun 2001 menjadi Rp. 1,894 triliun pada tahun 2002, terus meningkat menjadi Rp. 7,818 triliun pada tahun 2004. Namum tahun 2005 mengalami penurunan menjadi Rp. 616.881,02 miliar. Penurunan yang tajam ini disebabkan persetujuan PMA dan PMDN tahun – tahun sebelumnya belum dapat direalisasikan, terutama pada sektor perkebunan dan industri kimia. Dalam hal ini sebagian besar investasi berada di sektor pertambangan dan penggalia.
Dalam kurun waktu yang sama peranan pembentukan investasi terhadap total PDRB Kalimantan Timur rata-rata sebesar 13,53%. Rata-rata rasio penambahan modal terhadap PDRB dengan migas (ICOR) selama periode 1994-2003 adalah sebesar 5,51, sedangkan rata-rata nilai ICOR tanpa migas 7,53. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan modal dalam meningkatkan PDRB di Kalimantan Timur terutama kegiatan non migas masih terhitung rendah.
b. Perkiraan Masa Depan
Dalam 20 tahun ke depan, investasi ke Kalimantan Timur diperkirakan akan semakin meningkat terutama dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut: 
1). Membaiknya iklim investasi nasional dan membaiknya indikator ekonomi makro.
2). Meningkatnya akses transportasi, komunikasi dan informasi antar wilayah. 
3). Terbukanya jaringan kerjasama antarnegara khususnya dengan negara tetangga yang berbatasan langsung maupun dengan negara lain yang berminat dengan potensi daerah yang dimiliki Kalimantan Timur.
4). Terbukanya kemungkinan penerbitan obligasi daerah. 
5). Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kerja terampil dan terdidik.
c. Isu Strategis 
1). Perlu penataan kelembagaan termasuk regulasi dalam mengantisipasi peningkatan investasi.
2). Perlu adanya penyederhanaan prosedur investasi dan perijinan usaha. 
3). Perlu adanya penciptaan iklim investasi dengan mengacu pada perlakuan standar internasional.
4). Perlu adanya penyediaan infrastruktur penunjang khususnya transportasi dan telekomunikasi.
5). Perlu adanya pengembangan jaringan informasi dan promosi investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. 

18. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
a. Kondisi Saat Ini
1) Industri
Pada tahun 2005, sektor industri telah memberikan kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan unit usaha industri kecil, penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sampai akhir tahun 2004, industri di Kalimantan Timur berjumlah 13.569 unit usaha terdiri dari 13.149 unit industri kecil menengah dan 420 unit industri besar. Jumlah uni usaha naik 5,80 % dari tahun sebelumnya. Tenaga kerja yang terserap mencapai 115.603 orang atau naik 2,92 %  dengan jumlah investasi sebesar Rp.6,47 triliun atau naik 1,15 %. 
Jumlah unit usaha indusri kecil meningkat sebesar 744 unit atau  6,00 %, penyerapan tenaga kerja bertambah 3.287 orang atau naik 6,86 %, dan investasi industri kecil bertambah Rp. 73,64 miliar juta atau naik 19,05 %.
2) Perdagangan
Hingga tahun 2005 jumlah usaha di Kalimantan Timur sebanyak 38.260 unit usaha atau naik sebesar 5,46% dibanding tahun 2004. Dari peningkatan tersebut, jumlah pengusaha besar meningkat 7,80 %, jumlah pengusaha menengah meningkat 7,03 % dan jumlah pengusaha kecil naik 4,60 %.
Pengembangan perdagangan telah mampu mendukung pengendalian pasar untuk menjamin ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya seperti beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, garam, telur ayam, sapi potong, mentega, susu, minyak tanah, pupuk dan semen. Dari kebijakan tersebut, pasokan kebutuhan bahan pokok dan barang strategis penduduk Kalimantan Timur dapat dipenuhi.
Dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekpor non migas meningkat terutama hasil pertambangan sebesar US$ 868,05 juta atau naik 67,56 %, nilai ekspor hasil pertanian/perkebunan US$ 3,85 juta atau naik 50,57 % dan nilai ekspor hasil-hasil logam sebesar US$ 24,05 juta atau naik 94,04 %. Nilai ekspor lainnya mengalami penurunan termasuk ekspor hasil kayu olahan turun US$ 278,48 ribu atau 48,15 %, nilai ekspor hasil industri kimia turun US$ 41,99 ribu atau 12,17 %, nilai ekspor hasil perikanan dan kelautan turun US$ 17,67 ribu atau 14,93 %, nilai ekspor hasil hutan turun US$ 839,14 atau 90,46 % dan ekspor lainnya turun US$ 5,32 ribu atau  99,63 %.
Transaksi perdagangan lintas batas dari Kalimantan Timur ke Tawao-Malaysia ternyata masih menguntungkan dengan rata-rata nilai surplus per tahun (2000-2005) sebesar Rp. 2,95 miliar.
3) Koperasi dan UKM
Jumlah koperasi tahun 2005 sebanyak 3.082 unit atau meningkat 2,70 % dibanding tahun 2004 dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 378.109 orang (meningkat 2,87 %) dan volume usaha sebesar Rp. 446,90 miliar atau naik sebesar 6,24 %. 
Perkembangan usaha Kecil (PK) mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2005 jumlah usaha kecil adalah 274.069 unit usaha terdiri dari industri pertanian 211.218 unit usaha, 63.151 unit usaha industri non pertanian. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 538.109 orang meningkat 2,74 % dari tahun. Nilai usaha yang berkembang mencapai        Rp. 652,73 miliar atau naik 2 % dari tahun sebelumnya.
Jumlah usaha menengah  pada tahun 2005 adalah 615 unit usaha atau naik 1,99 % dengan rincian yang bergerak di bidang aneka usaha sebanyak 211 unit usaha, perdagangan 320 unit usaha, industri non pertanian 62 unit usaha dan industri pertanian 21 unit usaha. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.720 orang meningkat 1,99 % dari tahun sebelum. Nilai usaha sebanyak Rp. 1,75 triliun atau meningkat 1,99 % dari tahun sebelumnya.
Fasilitas pasar di Kalimantan Timur tersedia sebanyak 202 buah dengan kapasitas menampung 27.649 pedagang yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Fasilitas pasar tersebut belum mampu memberikan layanan perdagangan yang memadai bagi masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman.
b. Perkiraan Masa Depan
1). Dalam 20 tahun mendatang, industri pengolahan baik industri kecil, menengah dan besar di Kalimantan Timur diperkirakan akan terus berkembang dalam menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja. 
2). Perdagangan antarwilayah dan perdagangan internasional yang dilakukan oleh pengusaha kecil, menengah dan besar di Kalimantan Timur diperkirakan akan semakin meningkat baik dari jumlah maupun nilai perdagangan.
3). Dalam 20 tahun mendatang, koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat diharapkan dapat berperan penting dalam pengembangan ekonomi daerah. 
4). Hubungan usaha perekonomian dan pola kemitraan antara koperasi dengan dan usaha skala menengah dan besar diharapkan akan semakin meningkat dalam memajukan perekonomian daerah.
5). Dalam 20 tahun mendatang,  tenaga - tenaga terampil di bidang koperasi dan pengusaha menengah dan besar diperkirakan akan semakin meningkat dan nilai usaha yang semakin besar.
c. Isu Strategis
1). Belum tertatanya sistem pengembangan industri kecil, menengah dan besar.
2). Terbatasnya pemasaran baik dari segi promosi, jaringan dan fasilitas bagi koperasi dan para pengusaha kecil, menengah dan besar.
3). Belum optimalnya pembinaan manajemen usaha bagi koperasi dan pengusaha kecil.
4). Belum optimalnya pengembangan permodalan dalam mendukung usaha koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.

19. Pariwisata
a. Kondisi Saat Ini
Pariwisata di Kalimantan Timur saat ini berupa wisata alam, budaya dan sejarah. Sebagian besar (97%) wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Timur adalah wisatawan nusantara. Namun, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalimantan Timur terus meningkat, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) cenderung tetap.
Festival budaya yang menjadi bagian dari pariwisata di Kalimantan Timur sebagian besar adalah atraksi budaya lokal seperti Irau Tengkayu, Irau Jatimun, Erau, Birau, dan Pesta Meroa yang sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Barat. Pertunjukan seni daerah Kalimantan Timur didominasi oleh seni musik dengan jumlah total 291 organisasi kesenian. 
Fasilitas dan akomodasi pariwisata di Kalimantan Timur terus meningkat meskipun belum optimal terutama angkutan wisata yang belum berkembang. Akomodasi wisata didominasi oleh hotel Melati sebanyak 292 hotel dan hotel bintang sebanyak 31 hotel.
b. Perkiraan Masa Depan
1). Dalam 20 tahun mendatang, tujuan wisata di Kalimantan Timur diperkirakan akan berkembang menjadi tujuan wisata unggulan yang didukung oleh meningkatnya jaringan transportasi antarwilayah, tersedianya fasilitas dan akomodasi yang lebih beragam dan bermutu.
2). Festival budaya dan kesenian daerah yang sudah ada diharapkan dapat terus dipertahankan, dan festival budaya dan seni daerah yang potensial akan dikembangkan menjadi festival budaya rutin daerah kabupaten/kota. 
3). Dengan berbagai perkiraan tersebut, jumah kunjungan wisatawan dalam 20 tahun mendatang diharapkan mencapai 9,71 juta wisatawan.
4). Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang semakin besar, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah yang semakin tinggi, serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
c. Isu Strategis
1). Belum tertatanya sistem pariwisata sesuai dengan standar nasional dan internasional.
2). Belum optimalnya prasarana dan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, informasi dan promosi, dan pengelolaan tempat wisata. 
3). Belum terpadunya manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata.

20. Pertambangan dan Migas
a. Kondisi Saat Ini
Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumberdaya mineral cukup besar yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan berbagai komposisi kimiawi yang sangat beragam. Kawasan tambang dikelompokkan menjadi zona barat di kawasan perbukitan dengan potensi tambang emas dan logam lainnya sekitar 887,72 ribu ha; zona tengah dengan potensi batubara (seluas 2,12 juta ha), pasir, lempung dan bahan galian C lainnya; dan zona timur di kawasan pesisir dan pantai dengan potensi minyak dan gas (sekitar 38,86 ribu km2), batubara dan pasir laut.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan lahan  pasca penambangan dengan reklamasi lahan berupa rehabilitasi morfologi lahan bekas tambang, pengembalian tanah pucuk dan penanaman tumbuhan dengan berbagai jenis pohon. Beberapa lahan bekas tambang ada juga yang dimanfaatkan untuk tendon air/kolam.


b. Perkiraan Masa Depan
1). Dalam 20 tahun mendatang diperkirakan masih ada penemuan baru bahan tambang energi (minyak, gas dan batubara), logam dasar (emas, perak dan nikel), tambang industri, dan  tambang bahan bangunan/agregat.
2). Bahan tambang, mineral dan migas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga akan menjadi langka dan habis.
3). Permasalahan yang diperkirakan akan muncul di waktu mendatang adalah pencemaran, kerusakan lingkungan, konflik pemilikan dan penggunaan lahan, serta reklamasi pasca eksploitasi.
c. Isu Strategis 
1). Belum tertatanya sistem pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan termasuk penyelesaian konflik lahan, pemanfaatan bagi hasil tambang dan pemulihan lahan bekas tambang.
2). Belum adanya rencana komprehensif pengembangan sektor usaha pengganti pertambangan dan minyak dan gas sebagai sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi daerah.
3). Belum optimalnya manajemen dalam mengatasi konflik antara pengolahan cadangan sumber daya alam termasuk batubara, pelestarian lingkungan dan pengembangan pertanian dan perkebunan.
4). Belum berkembangnya sistem reklamasi kawasan bekas penambangan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan.

21. Transportasi 
a. Kondisi Umum
1). Transportasi Darat
Jalan lintas di Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) poros yaitu Poros Utara, Poros Tengah, dan Poros Selatan. Poros Utara yang menghubungkan batas Provinsi Kalimantan Barat,  Tiong Ohang, Long Pahangai, Tana Tidung, Malinau sampai Long Midang dan Batas Negara. Jalan lintas poros tengah menghubungkan Samarinda, Tenggarong, Kota Bangun, Simpang Blusuh dan batas Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan, jalan lintas poros selatan menghubungkan batas Provinsi Kalimantan Selatan, Batu Aji, Penajam, Balikpapan, Samarinda. Kondisi transportasi darat di Kalimantan Timur pada umumnya cukup baik, namun belum memadai untuk menghubungkan seluruh wilayah.
2). Transportasi Sungai dan Penyebarangan
Angkutan sungai yang melayani angkutan penumpang dan barang di Sungai Mahakam sekitar 128 unit kapal motor dengan jumlah dermaga 56 buah yang tersebar di seluruh wilayah.  Angkutan penyeberangan yang melayani jalur Balikpapan-Penajam, Balikpapan-Mamuju, dan Balikpapan-Palu sebanyak 9 unit kapal, dan jalur baru Nunukan-Tawau dan Pulau Sebatik-Tawau.  Kondisi angkutan sungai dan penyebarangan saat ini masih belum memadai untuk melayani angkutan penumpang dan barang.

3). Transportasi Laut
Angkutan laut di Kalimantan Timur diselenggarakan melalui pelabuhan yang saat ini berjumlah 15 pelabuhan terdiri dari 4 (empat) pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia IV, dan 11 (sebelas) pelabuhan dikelola oleh pemerintah daerah. Kondisi angkutan laut masih terbatas dalam mendukung mobilitas penumpang dan barang.
4). Transportasi Udara
Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 6 (enam) bandar udara dengan volume penerbangan cukup ramai, yaitu Sepinggan-Balikpapan, Temindung-Samarinda, Juata-Tarakan, Kalimarau-Berau, Nunukan, dan Tanjung Harapan-Bulungan. Bandar udara internasional Balikpapan telah memberangkatkan dan menurunkan penumpang paling banyak. Fasilitas penerbangan antarkabupaten saat ini masih belum berkembang secara memadai.
b. Perkiraan Masa Depan 
1). Dalam 20 tahun mendatang, transportasi darat, sungai dan penyeberangan, laut dan udara diperkirakan semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya kawasan andalan (Kapet Sasamba): Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur. 
2). Pengembangan ekonomi wilayah yang akan lebih mengandalkan pertanian dalam arti luas memerlukan dukungan transportasi darat dalam bentuk trans Kalimantan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dan pusat pemasaran di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
3). Perekonomian daerah diperkirakan akan terus meningkat yang diikuti oleh meningkatnya aliran perdagangan barang dan jasa sehingga perlu peningkatan kapasitas dan kinerja pelabuhan utama Balikpapan dan Samarinda, dan pelabuhan pendukung lainnya.
4). Meningkatnya perekonomian daerah juga akan mendorong meningkatnya permintaan layanan jasa penerbangan sehingga perlu didukung dengan pengembangan bandara Sepinggan-Balikpapan dan pemindahan Bandara Termindung, serta penataan angkutan udara di wilayah perbatasan.
5). Dalam 20 tahun mendatang, transportasi laut diharapkan menyatu dengan jaringan transportasi darat sehingga dapat menjadi penghubung dan pemersatu lalu lintas antarwilayah dan antarpulau Kalimantan Timur.
c. Isu Strategis
1). Belum tertatanya sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antarwilayah
2). Belum optimalnya pelayanan  transportasi yang efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan, perbatasan dan pedalaman.


3). Belum optimalnya pelayanan transportasi, sungai, darat, laut dan udara yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran.
4). Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan transportasi di Kalimantan Timur.

22. Pengairan
a. Kondisi Saat Ini
Sebagian besar irigasi di Kalimantan Timur diarahkan untuk mendukung pertanian. Saat ini, kondisi bendungan dan jaringan irigasi belum memadai sehingga perlu direhabilitasi dan dipelihara. Jumlah bendungan yang perlu dipelihara dan direhabilitasi sebanyak 10 buah dan jaringan irigasi seluas 9.150 ha. Sementara, jaringan  daerah rawa yang perlu ditingkatkan adalah jaringan tata air saluran induk sepanjang 780 km, saluran primer 2.027,80 km, saluran sekunder 1.687,97 km, bangunan pelintas 446 buah, pintu air skat 412 unit, jalan logistik 29 km, gorong gorong 380 buah, rumah juru pompa 86 buah, dan pintu air 1.016 buah. 
b. Perkiraan Masa Depan
1). Dalam jangka panjang, permintaan prasarana dan sarana irigasi dan pengairan diperkirakan akan terus meningkat untuk mendukung pembangunan pertanian sebagai sektor unggulan pengganti sektor pertambangan dan migas.
2). Pengelolaan danau, rawa dan daerah aliran sungai secara terpadu, efisien dan efektif akan semakin penting dalam mendukung pengembangan irigasi dan pengairan. 
c. Isu Strategis
1). Belum tertatanya sistem irigasi dan pengairan yang dapat mendukung pembangunan pertanian. 
2). Belum terpadunya keterkaitan antara irigasi dan pengairan, rawa, sungai dan tambak dalam mendukung pembangunan daerah.
3). Belum optimalnya jaringan irigasi dan pengairan sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana.
4). Belum optimalnya kelembagaan yang mengatur pengelolaan irigasi dan pengairan.
5). Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan pengairan, serta prasarana dan sarana pendukung lainnya.

23. Energi Listrik 
a. Kondisi Saat Ini
Ketersediaan listrik di Kalimantan Timur pada tahun 2005 tercatat sebesar 1,358 GWh dengan beban puncak permintaan pada tingkat 179,7 MW. Kapasitas terpasang sebesar 247 MW dengan kapasitas tergantung sebesar 182 MW. Pembangkit listrik di Kalimantan Timur yang terdapat pada Sistem Mahakam adalah PLTD Karang Asam, PLTU dan PLTG Tanjung Batu, PLTD Keledang, PLTD Gunung Malang,  dan PLTD Batakan. 
Kondisi transmisi pada saat ini secara keseluruhan terdiri dari 6 lokasi dengan total 292,2 kms,  12 sirkit, 7 gardu induk di 7 lokasi dengan jumlah pasokan 390 MW. Pembangkit listrik saat ini masih sangat tergantung pada sumber energi bahan bakar minyak (71 %), batubara (2 %) dan sumber lainnya (27 %). 
Daerah perkotaan terutama Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Tarakan memerlukan pasokan listrik lebih banyak dibanding daerah perdesaan, pedalaman dan perbatasan. Pasokan listrik saat ini masih dirasa sangat kurang dan terjadi defisit pasokan listrik  sehingga sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir.
b. Perkiraan Masa Depan
Dalam waktu 20 tahun mendatang, seiring dengan meningkatnya investasi dan berkembangnya kegiatan ekonomi daerah terutama industri dan perdagangan, kebutuhan listrik diperkirakan akan terus meningkat. Pasokan listrik dari sistem Mahakam diperkirakan akan meningkat secara nyata sehingga mencapai  4.500 GWh pada tahun 2026. Sementara, pasokan dari sistem terpisah diperkirakan akan tetap. Pemenuhan kebutuhan listrik dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga diesel, dan dalam jangka panjang perlu didukung dengan pembangkit listrik lainnya.
c. Isu Strategis
1). Belum tertatanya sistem dan manajemen penyediaan listrik di Kalimantan Timur.
2). Belum meratanya jaringan listrik antarwilayah yang dapat menjangkau daerah perdesaan, pedalaman dan perbatasan. 
3). Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik. 
4). Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik.

24. Politik dan Pemerintahan 
a. Kondisi Saat Ini
Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari                       14 Kabupaten/kota, 122 Kecamatan dan 1.320 Desa/Kelurahan. Struktur organisasi pemerintah terdiri dari 1 Sekretaris, 3 Asisten, 9 Biro. 15 Dinas/SKPD,                    15 Badan/Lembaga, 49 UPTD, dan 3 RSUD. Struktur organisasi pemerintah masih terlalu besar.
Jumlah pegawai pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 sebanyak 6.276 orang terdiri dari 385  orang (6,13 %) berpendidikan SD/SMP, 3.660 orang (58,32 %) berpendidikan SMA, dan 2.231 orang (35,55 %) berpendidikan diploma/sarjana. 
Perkembangan politik di Kalimantan Timur menunjukkan dinamika yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi organisasi kemasyarakatan baik melalui organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan partai politik. Dalam penyusunan peraturan daerah dalam bentuk proses konsultasi, dialog publik dan sosialisasi masih dipandang belum optimal. 
b. Perkiraan Masa Depan
Dalam 20 tahun ke depan, kehidupan politik di Kalimantan Timur diperkirakan akan terus berkembang. Peran organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan partai politik akan semakin penting dan nyata dalam perumusan kebijakan publik. Selain itu, organisasi dan aparat pemerintah daerah dituntut untuk semakin profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih baik, bermutu,  mudah dan tanpa diskriminasi. 
c. Isu Strategis
1). Belum tertatanya sistem dan manajemen kinerja organisasi dan aparat pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional dan internasional.
2). Belum berkembangnya sistem informasi manajemen dalam mendukung peningkatan kapasitas, profesionalitas dan kapabilitas dari organisasi dan aparat pemerintah daerah.
3). Belum meratanya pelayanan antarwilayah terutama di kawasan daerah pedalaman dan perbatasan.
4). Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah dan swasta dalam penguatan kelembagaan.
5). Belum optimalnya kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah.

25. Hukum
a. Kondisi Saat Ini
Pada tahun 2005, kasus pelanggaran hukum di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 338 kasus pencurian, 131 kasus narkoba, dan kasus hukum lainnya termasuk pembalakan liar, penambangan liar, pencurian ikan, perdagangan anak dan perempuan, dan pelintas batas. Pencegahan dan penanganan kasus hukum masih belum optimal. Hal ini disebabkan belum memadainya organisasi, aparat dan fasilitas pendukung dalam penegakan dan pelayanan hukum bagi masyarakat Kalimantan Timur. 
b. Perkiraan Masa Depan
Dalam waktu 20 tahun ke depan, penegakan hukum dan pelayanan hukum bagi masyarakat Kalimantan Timur diharapkan akan semakin bermutu, adil, mudah dan tanpa diskriminasi dengan didukung organisasi yang solid; aparat penegak hukum yang profesional; prasarana yang lengkap dan memadai. Dengan demikian, tindak pelanggaran hukum dapat dicegah, kriminalitas dapat dikurangi, dan kasus hukum dapat diselesaikan secara tuntas dan adil sehingga dapat menciptakan kehidupan yang tertib hukum, aman, stabil dan tenteram bagi masyarakat Kalimantan Timur. 
c. Isu Strategis
1). Perlu adanya pemerataan akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat .
2). Perlu adanya peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan kapabilitas organisasi dan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pelanggaran hukum, mengurangi kriminalitas dan menyelesaikan berbagai kasus hukum.
3). Perlu adanya pengembangan prasarana dan sarana hukum di seluruh kabupaten/kota untuk menjamin terwujudnya kepastian, keadilan dan penegakan hukum terutama di wilayah perbatasan, dan daerah rawan lainnya. 

26. Komunikasi dan Informasi
a. Kondisi Umum
Peran media massa di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal dalam memberikan informasi yang akurat, lengkap, jujur, adil dan berimbang kepada masyarakat. Saat ini, jaringan televisi masih didominasi oleh siaran televisi swasta yang dipancarkan dari Jakarta dengan muatan lokal yang terbatas. Selain itu, di Kalimantan Timur terdapat 21 radio milik swasta dan pemerintah. Surat kabar yang terbit di Kalimantan Timur adalah 2 terbitan nasional dan 5 terbitan lokal. Media cetak dalam bentuk tabloid dan majalah yang terbit secara berkala setiap satu minggu, dua minggu, dan tabloid bulanan meskipun meningkat, namun masih terbatas baik jangkauan layanan maupun mutu penerbitan.
b. Perkiraan Masa Depan
1). Dalam waktu 20 tahun mendatang, pengembangan media audio visual diperkirakan akan mendorong peningkatan jumlah dan mutu televisi lokal, layanan internet, telekomunikasi dan informasi baik milik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.
2). Pengembangan media elektronik di Kalimantan Timur diperkirakan akan meningkatkan jumlah dan mutu radio baik milik pemerintah maupun swasta; dan  peningkatan jumlah dan mutu sarana telekomunikasi reguler berdasarkan satuan sambungan terpasang (SST) dan telepon celuler.
3). Pengembangan media cetak di Kalimantan Timur diperkirakan akan meningkatkan jumlah dan mutu media harian, media mingguan, dan tabloid di ProvinsiKalimantan Timur.
c. Isu Strategis 
1). Perlu penataan pengelolaan media massa, informasi dan telekomunikasi yang lebih terpadu 
2). Perlu peningkatan jumlah dan mutu televisi lokal, media elektronik, media cetak dan televisi.
3). Perlu pengembangan dan peningkatan  kapasitas  pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic  government, -E-Gov).


4). Perlu penguatan dan pemantapan Komisi Pengawas Media.
5). Perlu penataan instrumen akuntabilitas kontrol publik sebagai media interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

27. Penataan Ruang 
a. Kondisi  Saat Ini
Struktur dan tata ruang Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 3 hirarki pusat pelayanan, yaitu  Orde I: Kota  Balikpapan; Orde II: Kota Samarinda, Tanah Grogot dan Tarakan serta Orde III:  beberapa Kabupaten dengan pusat pelayanan Penajam, Tenggarong, Sendawar, Bontang, Sangatta, Tanjung Redeb, Tanjung Selor, Tana Tidung, Malinau, Nunukan, Simanggaris, Long Bawan dan Long Midang.
Sistem jaringan di Provinsi Kalimantan Timur terbagi  menjadi 3 (tiga) poros, yaitu Poros Utara, Tengah dan Selatan yang mencakup jalan sepanjang 8.189,78 km dengan 15  pelabuhan umum, 17  pelabuhan khusus, 11 bandara yang PT Angkasa Pura, 4 bandara khusus, dan 54 bandara perintis.
Kawasan Perekonomian  di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 2 Kawasan Andalan, yaitu Kawasan Balikpapan-Samarinda dan sekitarnya, Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya, Kawasan Tarakan dan sekitarnya, serta kawasan Tanah Grogot dan sekitarnya. Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu (KAPET)  di Provinsi Kalimantan Timur adalah KAPET SASAMBA dengan luas sekitar 4.334,83 km2. 
Salah satu bagian penting dalam pengembangan wilayah adalah keseimbangan antara fungsi lindung dan budidaya. Kondisi yang ada menunjukkan makin luasnya dan kurang terkendalinya penebangan hutan yang mulai merambah hutan lindung, serta kurang optimalnya reklamasi pasca penambangan.
b. Perkiraan Masa Depan
Dalam 20 tahun mendatang, perkembangan wilayah yang cenderung terpusat di daerah perkotaan terutama sepanjang pantai timur akan menyebabkan melebarnya kesenjangan antarwilayah. Di sisi lain, pengembangan ekonomi wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian akan membuka peluang tumbuhnya pusat kegiatan baru dan mendorong terjadinya keseimbangan antarsektor dan antarwilayah. 
Dalam jangka panjang, pengembangan wilayah perdesaan dan pedalaman yang relatif terbelakang akan didukung oleh pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya secara efisien dan produktif. 
Pengendalian secara ketat terhadap penebangan hutan diharapkan akan dapat menjaga keseimbangan fungsi hutan lindung dan menjaga mutu lingkungan di Kalimantan Timur.
c. Isu Strategis
1). Perlu konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2). Perlu percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
3). Perlu percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial dan memiliki peluang pertumbuhan ekonomi tinggi. 
4). Perlu pengembalian mutu lingkungan di kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi khususnya kawasan bekas penambangan dan bekas penebangan hutan.
5). Perlu pengembangan kegiatan yang berbasis keberlanjutan ekologis untuk menjaga mutu lingkungan.

28. Kawasan Perbatasan
a. Kondisi Saat Ini
Kondisi geografis kawasan perbatasan pada umumnya bukit dan hutan dengan garis perbatasan sepanjang 1.038 km. Kawasan perbatasan dengan Serawak dan Sabah-Malaysia Timur seluas 57,73 ribu km2  atau 23,54 % dari luas Kalimantan Timur dengan rincian perbatasan Nunukan seluas 12,13 ribu km2, perbatasan Kutai Barat seluas 8,91 ribu km2, dan perbatasan Malinau seluas 36,69 ribu km2. Kawasan perbatasan meliputi 3 Kabupaten, 12 Kecamatan dan 319 Desa. Guna menjaga kedaulatan negara, saat ini terdapat 19 pos pengamanan berbatasan.
Dari ketiga Kabupaten di kawasan perbatasan, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Nunukan 7,17 jiwa/km2 adalah paling padat dibanding Kabupaten Kutai Barat (4,77 jiwa/km2), dan Kabupaten Malinau (1,19 jiwa/km2). Prasarana jalan di kawasan perbatasan tersebut masih belum memadai. Infrastruktur terlengkap terdapat di Kabupaten Kutai Barat sepanjang 533,20 km dengan kepadatan jalan 17,23 m/km2 kemudian Kabupaten Malinau sepanjang 396,60 km dengan kepadatan jalan 9,96 m/km2, dan Kabupaten Nunukan sepanjang 352,95 km dengan kapadatan 23,66 m/km2. 
Berdasarkan potensi ekonomi kawasan perbatasan, komoditas unggulan terdiri dari karet, kelapa, kopi, lada, cengkeh, coklat, dan kelapa sawit yang terbanyak di Kabupaten Kutai Barat, kemudian Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau. Sampai sekarang kawasan perbatasan masih rawan baik dari segi keamanan wilayah maupun keamanan sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kasus penebangan liar.
b. Perkiraan Masa Depan
Kawasan perbatasan memiliki perkembangan yang relatif tertinggal dibanding wilayah perbatasan di negara tetangga. Pada masa yang akan datang ketertinggalan ini memiliki kecenderungan semakin jauh sehingga diperlukan berbagai terobosan seperti peningkatan mutu sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air bersih dan sanitasi dan lainnya, pengembangan ekonomi rakyat serta pengelolaan perkebunan dan kehutanan berbasis masyarakat. Dengan berbagai terobosan tersebut, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah diharapkan akan semakin meningkat.



c. Isu Strategis
1). Perlu percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui  peningkatan mutu sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air bersih dan sanitasi dan lainnya, pengembangan ekonomi rakyat serta pengelolaan perkebunan dan kehutanan berbasis masyarakat.
2). Perlu perluasan jaringan transportasi dari dan menuju ke daerah perbatasan.
3). Perlu penataan ruang yang dapat meningkatkan kegiatan bernilai ekonomis di kawasan perbatasan dan sekaligus dapat menjaga kedaulatan negara melalui tindakan pengawasan. 
4). Perlu pengembangan dan perluasan kerjasama internasional dengan negara tetangga dalam penataan kawasan perbatasan.

29. Perumahan dan Permukiman
a. Kondisi Saat Ini
Permukiman penduduk di Kalimantan Timur mengikuti pola sebaran dan migrasi penduduk. Perkembangan pemukiman di perkotaan telah menimbulkan pemukiman kumuh, terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan, serta permasalahan sosial  perkotaan. Sementara perkembangan pemukiman pedesaan relatif lamban terutama kawasan pedalaman dan perbatasan, serta kepulauan.
Kondisi perumahan pada tahum 2005 pada umumnya cukup bagus, yaitu sekitar 98,54 % berlantai bukan tanah, 92,95 % beratap bukan daun, dan hanya 22,23 % yang menggunakan dinding tembok batu. Selain itu,  fasilitas perumahan menggunakan penerangan listrik telah mencapai 87,01 %, air minum ledeng     46,55 %, air minum bersih 36,49% dan yang menggunakan septik baru mencapai 46,43 %. Komposisi kepemilikan rumah adalah antaranya 60% milik sendiri, 30 % sewa dan 10 % kredit. Pengadaan rumah sebagian besar ditangani oleh swasta.
Perkembangan perumahan dan pemukiman di Kalimantan Timur tercatat bahwa kebutuhan rata-rata rumah sebesar 12.000 rumah/tahun. Jumlah kepala keluarga yang sudah memiliki rumah sebanyak 567.082 atau 87 % dari total kepala keluarga. 
b. Perkiraan Masa Depan
Kondisi permukiman di Provinsi Kalimantan Timur pada masa yang akan datang diperkirakan akan semakin membaik, namun penyediaan perumahan akan tetap terpusat di daerah perkotaan. Sementara, kondisi perumahan dan permukiman di daerah pedalaman dan perbatasan relatif tetap. 
Selanjutnya melalui peningkatan pemberdayaan, pengembangan kegiatan ekonomi berbasis pertanian, serta pendidikan diharapkan akan terjadi peningkatan penyadaran kesehatan lingkungan permukiman. Pola ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam budaya bermukim yang sehat.
Penyediaan perumahan bagi masyarakat pendapatan rendah yang memadai dan sehat diperkirakan akan terus meningkat. Peran swasta dalam penyediaan perumahan sangat terbatas dan hanya terpusat di daerah perkotaan.  Selain itu, perbaikan lingkungan permukiman dan pemberdayaan masyarakat di daerah perkotaan diperkirakan akan dapat mengurangi jumlah permukiman kumuh.
c. Isu  Strategis
1). Perlu adanya pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang sehat, bersih dan nyaman bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan dan pedalaman.
2). Perlu adanya pengembangan prasarana dasar perumahan dan permukiman yang terpadu dengan memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan.
3). Perlu adanya penataan perumahan dan permukiman di perdesaan dan perbatasan yang menyatu dengan pengembangan pusat kegiatan ekonomi.
4). Perlu adanya pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

30.   Transmigrasi
a. Kondisi Saat Ini
Pengembangan wilayah di Kalimantan Timur memerlukan dukungan ketersediaan tenaga kerja dalam mengolah lahan dan mengelola sumber daya alam yang berasal dari luar daerah termasuk transmigran. Dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun telah dibangun sebanyak 237 unit pemukiman transmigrasi yang dihuni oleh 72.505 KK (290.494 jiwa) atau 11,81 % dari total migran yang masuk 329.500 jiwa.
b. Perkiraan Masa Depan
Dalam waktu 20 tahun mendatang, permukiman transmigrasi diperkirakan dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang mandiri, terpadu dan menyatu dengan pembangunan daerah Kalimantan Timur sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan mendorong kemajuan dan kemakmuran daerah.
c. Isu Strategis 
1). Perlu adanya penataan dan pengembangan permukiman transmigrasi menjadi pusat permukiman baru dan pusat kegiatan ekonomi baru yang mendukung pengembangan wilayah.
2). Perlu adanya penyediaan prasarana dan sarana dasar di permukiman transmigrasi secara terpadu dengan pengembangan wilayah lainnya.
3). Perlu adanya penguatan kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan permukiman transmigrasi. 

31. Lingkungan Hidup
a. Kondisi Saat Ini
Pemanfaatan potensi sumberdaya alam Kalimantan Timur yang terjadi saat ini diikuti oleh laju kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Kegiatan pembalakan kayu, pertambangan liar dan pencurian ikan yang tidak terkendali menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Pada saat ini sektor kehutanan mengalami penurunan kualitas hutan secara drastis sebagai akibat eksploitasi hutan yang berlebihan dari kegiatan pembalakan kayu, konversi/pembukaan kawasan hutan dan kebakaran hutan. 
Kerusakan SDA dan penurunan mutu lingkungan secara drastis tersebut menyebabkan perubahan tatanan dan fungsi lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan munculnya ancaman global seperti perubahan iklim global, rusaknya keanekaragaman hayati, meningkatnya produksi gas rumah kaca. Selain itu, perubahan tersebut berdampak pada timbulnya konflik sosial dalam pengelolaan lahan dan meningkatnya kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan. 
Berbagai upaya pelestarian sumberdaya alam dan pemeliharaan lingkungan telah banyak dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan swasta. 
b. Perkiraan Masa Depan
Dalam 20 tahun mendatang, pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi akan meningkatkan permintaan pembukaan lahan baru dan eksploitasi sumber daya alam yang selanjutnya membuka peluang terjadinya kerusakan lingkungan. 
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diharapkan dapat dilakukan secara cermat, berhati-hati dan berkelanjutan yang didukung dengan penegakan hukum secara adil dan konsisten, konservasi kawasan, peningkatan peranserta masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan.
Di masa depan, berbagai isu perdagangan global seperti gerakan green consumer, persyaratan ketat dalam perdagangan internasional seperti ecolabelling, ecoeficiency, ISO 14000, produksi bersih dan persyaratan komoditi ramah lingkungan akan semakin menguat. Hal ini akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kalimantan Timur. 
Dalam 20 tahun mendatang, isu lingkungan hidup akan diperkirakan akan semakin meningkat dan berkembang menjadi  konflik kepentingan dan isu politik yang berbuntut pada kekerasan dan anarki sehingga menuntut adanya kewaspadaan dan penanganan yang tepat. 
c. Isu Strategis
Isu strategis yang sangat penting dan harus mendapatkan penanganan yang serius, mendesak dan sistematik, yaitu:
1) Perlu adanya optimalisasi pengendalian pencemaran air, laut, danau, magrove, terumbu karang, udara dan lahan; kebakaran hutan dan asap; dan pencegahan kerusakan kawasan-kawasan yang dilindungi seperti kawasan pantai, sungai, taman nasional, dan hutan lindung.
2) Perlu adanya penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan mendorong ketaatan pengelola hutan dalam penyiapan lahan tanpa pembakaran.
3) Perlu adanya penataan sistem pengelolaan ligkungan dalam mengantisipasi berbagai isu perdagangan global seperti gerakan green consumer, persyaratan perdagangan ekolabling, ekofisiensi, ISO 14000, produksi bersih dan persyaratan komoditi yang ramah lingkungan.
4) Perlu adanya penghormatan, perlindungan dan pelestarian kearifan lokal yang berkembang di masyarakat tradisional dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
5) Perlu adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan swasta) dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
6) Perlu penguatan kerjasama internasional dalam mencegah dan menanggulangi ancaman pembalakan kayu, pencurian ikan dan penyerobotan sumberdaya alam di daerah perbatasan;
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